
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang      

: 

a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 

secara berkelanjutan, setiap penyelenggara pelayanan 
publik wajib menyusun, menetapkan, dan 

menerapkan Standar Pelayanan, serta menetapkan 
Maklumat Pelayanan dengan  memperhatikan 
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, 

dan kondisi lingkungan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang; 

Mengingat        
: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494; 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia… 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537); 

 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2019 Nomor 7); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

 
Pasal 1 

(1) Setiap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 
lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang wajib 
menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan 

Publik untuk setiap jenis pelayanan. 
(2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan pleh pimpinan Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

 
Pasal 2 

Pedoman Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan bagi unit 
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang 

Panjang dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan 
Standar Pelayanan.  

 
Pasal 3 

Pedoman Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal 4… 
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 Pasal 4 

(1) Penyusunan Standar Pelayanan pada setiap unit 

penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang dilakukan 
monitoring dan evaluasi. 

(2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan setahun sekali oleh Organisasi 
Perangkat Daerah yang bertugas untuk 

melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan 
publik. 

 
Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang 

Panjang. 

Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 23 Maret 2020 
 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
dto  

 
FADLY AMRAN 

  Diundangkan di Padang Panjang 

  pada tanggal 23 Maret 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
SONNY BUDAYA PUTRA  

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 6 
 


